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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di seluruh dunia, negara-negara selalu berupaya menciptakan inovasi-

inovasi baru di berbagai bidang dengan tujuan meningkatkan kondisi yang lebih 

baik dari sebelumnya. Mereka merencanakan perubahan dengan cermat untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan berkomitmen untuk menciptakan 

pembangunan berkelanjutan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meskipun 

permasalahan yang dihadapi oleh setiap negara berbeda, secara umum, semua 

negara memiliki tujuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, berkelanjutan, dan 

makmur bagi warganya. 

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau 

SDGs) merupakan inisiatif global yang diadopsi oleh semua negara di dunia untuk 

mendorong perubahan yang berkelanjutan di berbagai bidang, seperti ekonomi, 

sosial, dan lingkungan hidup. SDGs didasarkan pada prinsip integrasi, inklusivitas, 

dan universal untuk memastikan bahwa tidak ada wilayah atau individu yang 

tertinggal dalam pembangunan. Inisiatif ini merupakan kelanjutan dari Millenium 

Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015. 

Gambar 1. 1 Sustainable Development Goals (SDGs) 
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Sumber: SDGs 2030 Indonesia 

SDGs terdiri dari 17 tujuan, termasuk mengentaskan kemiskinan, mengatasi 

kelaparan, meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan, memastikan pendidikan 

berkualitas, mencapai kesetaraan gender, memastikan akses air bersih dan sanitasi 

yang berkelanjutan, dan banyak lagi. Meskipun SDGs bukan aturan yang mengikat, 

193 negara di seluruh dunia telah sepakat untuk mengikuti pedoman ini dalam 

pembangunan hingga tahun 2030. Namun, saat ini, upaya untuk mencapai MDGs 

dan SDGs mengalami keterlambatan karena tantangan yang dihadapi oleh seluruh 

dunia, yaitu pandemi virus yang dikenal dengan sebutan 2019 Novel Coronavirus 

(2019-nCoV) yang muncul sejak Desember 2019. 

Dalam hal ini topik yang berkaitan dengan penelitian yang pertama adalah 

pada poin tujuh belas yaitu Kemitraan untuk mencapai tujuan, tujuannya adalah 

menguatkan ukuran implementasi dan merevitalisasi kemitraan global untuk 

pembangunan yang berkelanjutan. Target dalam poin ini menjelaskan mengenai 
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isu-isu sistemik koherensi kebijakan dan institusional, diantaranya meningkatkan 

koherensi kebijakan untuk pembangunan berkelanjutan, menghargai ruang 

kebijakan dan kepentingan masing-masing negara untuk membuat dan 

mengimplementasikan kebijakan untuk pengentasan kemiskinan dan pembangunan 

berkelanjutan kemitraan multi-pihak. 

Indonesia merupakan negara dengan Sistem Pemerintahan yang diatur oleh 

Peraturan Undang-undang, terutama dalam hal Pelayanan kepada publik. Hal 

tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 yang merupakan 

Undang-undang yang mengatur tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan 

merupakan efektivitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. Menurut Undang-

undang Nomor 25 Tahun 2009, pada Bab I Pasal I ayat (I) dijelaskan “pengertian 

pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 

kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan administratif 

yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.” Selanjutnya pada ayat (2) 

dijelaskan “Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut 

Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 

independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan 

publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan 

publik.” Dalam pelayanan publik terdapat pengawasan dalam pelaksanaannya yang 

dilakukan oleh lembaga pemerintahan (Ombudsman), hal tersebut dijelaskan dalam 

ayat (13) “Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan 

mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh 

penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh 
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badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan hukum milik negara 

serta badan swasta, maupun perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan 

pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari 

anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja 

daerah.”  

 Melaksanakan Pelayanan Publik tentunya dilakukan oleh instansi baik itu 

instansi resmi pemerintahan maupun swasta, yang disebut sebagai Organisasi 

Penyelenggara. Dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pada 

pasal 8 mengenai Organisasi Penyelenggara dalam Pelayanan Publik, pada ayat (1) 

“organisasi penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik 

sesuai dengan tujuan pembentukan.” Selanjutnya dalam pasal (2) “ penyelenggara 

pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya 

meliputi : pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaan 

informasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan 

konsultasi.”. selanjutnya mengenai penyelenggaraan pelayanan publik dijelaskan 

pada Bab V tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pasal 20 yang berisi (1) 

“penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan 

dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan 

kondisi lingkungan.” Dalam ayat (2) “dalam menyusun dan menetapkan standar 

pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara wajib 

mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait.” Dan selanjutnya diperjelas pada 

ayat (4) “pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2), dilakukan dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis 
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pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah, serta 

memperhatikan keberagaman.”. Pelaksanaan pelayanan publik di Indonesia 

tentunya sudah menjadi hal perlu diperhatikan, dikarenakan hal tersebut merupakan 

bagian penting dalam menjalankan sistem pemerintahan dan sebagai bentuk 

pelayanan pemerintah kepada masyarakat. 

 Melaksanakan pelayanan publik terdapat beberapa komponen yang 

setidaknya ada dalam pelayanan, mengenai komponen pelayanan publik dijelaskan 

dalam  Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 pasal 21 berisi “Komponen standar 

pelayanan sekurang-kurangnya meliputi : Dasar Hukum; Persyaratan; Sistem, 

Mekanisme,dan Prosedur; jangka waktu penyelesaian; biaya/tarif; produk 

pelayanan; sarana, prasarana, dan/atau fasilitas; kompetensi pelaksana; pengawasan 

internal; penanganan pengaduan, saran, dan masukan; jumlah pelaksana; jaminan 

pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan 

standar pelayanan; jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk 

komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-

raguan; dan evaluasi kinerja pelaksana”. Pada dasarnya, pelayanan publik 

dilaksanakan dengan standar pelayanan yang menjadi panduan dalam 

melaksanakan pelayanan, dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 

2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang 

Pelayanan Publik, mengenai penjelasan standar pelayanan terdapat pada Bab I Pasal 

1 ayat (5) “Standar Pelayanan adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai 

pedoman penyelenggaraan pelayanan publik dan acuan penilaian kualitas 
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pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam 

rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.” 

 Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan 

semua pihak, baik masyarakat yang dilayani maupun pemberi layanan atau 

penyelenggara pelayanan. Dengan pelayanan yang berkualitas ini bertujuan agar 

dapat memajukan kesejahteraan umum, pelayanan berkualitas ini harus diupayakan 

agar tujuan negara tersebut bisa terwujud dengan cara perbaikan kinerja dalam 

instansi atau organisasi, salah satu upaya perbaikan kinerja organisasi adalah 

melalui penataan kelembagaan. Penataan kelembagaan dapat dilakukan melalui 

evaluasi organisasi dengan mencari model desain organisasi birokrasi yang efektif 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam mewujudkan pelayanan 

yang berkualitas, pemerintah mengeluarkan panduan berupa Peraturan Menteri 

(PERMEN) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (MENPAN RB), mengenai hal 

tersebut dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan 

yang terdapat pada bab II bagian (B) prinsip yang berbunyi : 

“Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan standar pelayanan dilakukan 

dengan memperhatikan prinsip : (1) Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah 

dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dan prosedur yang 

jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun penyelenggara. (2) Partisipatif. 

Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait 

untuk membahas bersama dan mendapat keselarasan atas dasar komitmen atau hasil 
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kesepakatan. (3) Akuntabel. Hal-hal diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat 

dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan. (4) 

Berkelanjutan. Standar Pelayanan harus terus-menerus dilakukan perbaikan sebagai 

upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan. (5) Transparansi. Standar 

Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat. (6) Keadilan. 

Standar Pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat 

menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi 

geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.”  

 Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu daerah besar yang 

menjalankan pelayanan publik dengan tertata. Dalam penyelenggaraannya 

pelayanan publik Provinsi Sumatera Selatan menetapkan peraturan mengenai 

pelayanan, diatur dalam Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 3 Tahun 2013 Tentang 

Pelayanan Publik pada Bab II pasal 2 “pengaturan penyelenggaraan pelayanan 

publik dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pemenuhan hak-hak masyarakat secara 

berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.” Selanjutnya pada pasal 3 

dijelaskan “penyelenggaraan pelayanan publik bertujuan untuk : (a) terwujudnya 

kepastian hukum dalam pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan 

publik secara berkualitas, berintegritas dan berkesinambungan; (b) terwujudnya 

pelayanan publik yang berkualitas, berintegritas, dan berkesinambungan; dan (c) 

terselenggaranya pelayanan publik yang akuntabel baik secara hukum maupun 

secara publik.” Dengan adanya peraturan tersebut dimaksudkan agar supaya selain 

adanya landasan dalam menjalankan pelayanan juga sebagai bentuk penekanan dari 
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Pemerintah Sumatera Selatan agar para pemberi pelayanan publik mampu bekerja 

secara maksimal, mengingat sering terjadinya sistem pelayanan yang kurang ideal 

yang diberikan oleh Instansi yang ada pada pemerintahan. Untuk mewujudkan hal 

tersebut Pemerintah Sumatera Selatan melalui Peraturan Gubernur menjelaskan 

bagaimana standar pelayanan publik agar dapat memberikan manfaat baik kepada 

pemberi pelayanan maupun penerima pelayanan, dijelaskan pada Peraturan 

gubernur (PERGUB) Nomor 26 Tahun 2016 pada pasal (3) berisi  “manfaat bagi 

penyelenggara dan pelaksana standar pelayanan publik secara para pengambil 

keputusan atau penanggung jawab pelayanan publik dalam rangka : a. 

Mengevaluasi kinerja SKPD sesuai pedoman standar pelayanan publik berdasarkan 

persepsi masyarakat pengguna pelayanan; b. Meraih kepercayaan publik dengan 

adanya kepuasan masyarakat terhadap kinerja layanan penanggung jawab, 

penyelenggara dan pelaksana.” 

 Pada masa pandemi COVID-19 tentunya pemerintah membuat suatu 

tindakan guna tetap terselenggaranya pelayanan publik yang baik dan efektif tetapi 

tetap  dengan memperhatikan protokol kesehatan, sehingga selain memutus rantai 

persebaran COVID-19 juga agar tetap terselenggaranya pelayanan publik dengan 

sebagaimana mestinya. Sehubungan dengan terwujudnya keberlangsungan 

pelaksanaan pelayanan yang baik dan efektif, maka dikeluarkan Surat Edaran dari 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 58 

Tahun 2020 Tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan 

normal baru pada bagian B maksud dan tujuan point ke 2 tujuan berisi : “ a. Untuk 

memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja 
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kementerian/lembaga/daerah; b. Untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik 

di kementerian/lembaga/daerah dapat berjalan efektif; c. Untuk mencegah dan 

mengendalikan penyebaran serta mengurangi resiko COVID-19 di lingkungan 

kementerian/lembaga/daerah dan masyarakat luas di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia pada umumnya.” Dengan dikeluarkannya Surat Edaran tersebut 

diharapkan mampu membuat pelayanan publik tetap berjalan baik dan kondusif, 

mengingat untuk melaksanakan pelayanan publik tersebut dapat membuat 

persebaran COVID-19 semakin meluas.  

Peraturan tersebut diperuntukkan selain sebagai pemutus rantai persebaran 

COVID-19 di lingkungan pelayanan publik juga sebagai pembaruan sistem 

pelayanan yang efektif dan baik terutama pada masa pandemi, seperti adanya sistem 

kerja Work From Home (WFH) dan Work From Office. Tentunya sistem tersebut 

merupakan suatu langkah pelayanan publik yang diharapkan mampu membuat 

inovasi pelayanan yang efektif pada masa pandemi. Pada pelayanan publik terutama 

pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada saat ini sedang dihadapkan 

pada permasalahan pelayanan pada masa pandemi seperti sekarang ini.  

Pada masa transisi seperti sekarang ini selain permasalahan tersebut, 

terdapat masalah yang mempengaruhi pelayanan publik seperti pemulihan sarana 

pelayanan di masa transisi, terutama sarana dalam pemulihan dan peningkatan 

inovasi pelayanan publik mengingat pada masa pendemi diberlakukan sistem 

pembatasan pelayanan besar-besaran, di masa transisi sekarang tentunya instansi 

pemerintahan membuat inovasi sistem dengan tujuan peningkatan pelayanan 

setelah masa pandemic COVID-19, juga dimaksudkan supaya pelayanan tetap 



10 

 

 

 

 

berjalan baik mengingat sistem pelayanan sangat menentukan efektivitas 

pelayanan, dan kesiapan dalam melaksanakan kinerja dari pembaharuan sistem 

yang telah dibuat serta pembaharuan sarana dalam melaksanakan pelayanan 

tersebut.  

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan merupakan salah satu instansi 

pelayanan publik dengan sistem pelayanan yang tertata, pada saat ini dengan 

kondisi transisi tentunya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan akan 

mengalami perubahan  sistem pelayanan dengan meninjau dan melihat beberapa 

aspek dari pelayanan tersebut dikarenakan sangat pentingnya menjaga kestabilan 

pelayanan terutama pada masa transisi seperti sekarang ini. Pada saat ini Dinas 

Pendidikan Sumatera Selatan tengah menjalankan dengan berbagai sistem guna 

tetap terlaksananya pelayanan yang baik, dimulai dengan penataan kembali ke 

kondisi normal dan mengembalikan situasi atau kondisi pelayanan seperti semula 

dengan tujuan menjalankan pelayanan menjadi efektif kembali, selanjutnya 

meningkatkan sistem pelayanan dengan melihat perbandingan sebelum pandemi, 

masa pandemi dan sistem pelayanan peada masa transisi. Dari proses yang 

dilakukan tersebut merupakan upaya keseriusan dari Provinsi Sumatera Selatan 

dalam pemulihan dan meningkatkan pelayanan pada masa transisi sekarang.  

Menurut Islamy (2010) mengenai keberhasilan kebijakan publik, 

menyatakan bahwa suatu kebijakan negara akan efektif apabila dilaksanakan dan 

memberikan dampak positif bagi masyarakat, dengan kata lain tindakan atau 

perbuatan manusia yang menjadi anggota-anggota masyarakat bersesuaian dengan 

yang diinginkan oleh pemerintah atau negara. Oleh karena itu, pemerintah perlu 
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memastikan pelaksanaan kebijakan agar efektif dilakukan melalui rancangan 

program yang memadai dan strukturasi dari proses pelaksanaannya ( Pulzl dan 

Treib, 2007). Proses pelaksanaan kebijakan tidak hanya menyangkut perilaku 

badan-badan administratif/pemerintahan yang bertanggung jawab untuk 

melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan pada diri kelompok sasaran, 

melainkan juga menyangkut jaringan pada kekuatan-kekuatan politik, ekonomi, 

sosial, yang secara langsung dapat maupun tidak langsung dapat mempengaruhi 

perilaku dari para yang terlibat (Stakeholders). Dapat disimpulkan bahwa 

pelaksanaan kebijakan atau Implementasi Kebijakan merupakan proses penting 

dalam mendapatkan kebijakan yang sesuai harapan semua pihak. 

Di era new normal, masyarakat dan pemerintah dihadapkan pada keharusan 

untuk meninggalkan kebiasaan lama dan mengadopsi sistem baru yang 

mengandalkan teknologi. Hal ini mengakibatkan perubahan dalam cara pandang 

para pejabat dan masyarakat secara keseluruhan. Perubahan ini meliputi fokus pada 

penyediaan teknologi dan infrastruktur, kebijakan yang mendukung inovasi, adanya 

kesadaran akan krisis di institusi, birokrasi, dan di kalangan pejabat, serta 

penerapan pendekatan kepemimpinan sektor publik yang lebih responsif, 

berwawasan, terbuka, dan efisien. Terdapat empat hal pokok yang dapat dilakukan 

oleh lembaga pemberi jasa pelayanan publik menurut Rismayuni dari Ombudsman 

Republik Indonesia yang dikutip oleh (Kurdi,2020) yaitu menyediakan informasi 

secara jelas mengenai standar pelayanan, meningkatkan sistem penyelenggaraan 

pelayanan secara online, adaptasi sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan, dan 

meningkatkan kompetensi pelaksana pelayanan.  
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Dari masa pandemi COVID-19 sampai masa transisi sekarang membuat 

sistem pelayanan publik berinovasi melalui pengembangan sistem secara digital. 

Ditinjau dari sisi akademis, dalam sistem pelayanan publik banyak penelitian 

mengenai bagaimana terselenggarannya pelayanan publik dan pengaturan 

pelaksanaannya. Penelitian mengenai hal tersebut dilakukan dengan melihat dari 

beberapa aspek seperti transisi kerja konvensional ke digital, pengoperasian 

pelayanan dengan teknologi, serta merancang sistem pelayanan baru yang dapat 

meningkatkan kompetensi pelaksanaan pelayanan. Melihat dari hal tersebut, maka 

pengembangan penelitian mengenai hal ini pun terus ditingkatkan dengan membuat 

suatu inovasi pelayanan yang lebih baik, seperti peningkatan sarana dan prasarana 

pendukung kinerja pelayanan publik dan kompetensi sumber daya manusia. Dalam 

penelitian ini penulis melihat dari penelitian terdahulu bahwa inovasi pelayanan 

publik akan terus meningkat seiring dengan perkembangan kasusnya, sehingga 

penelitian ini menjadi salah satu kajian yang terus berkembang dengan melihat 

penelitian sebelumnya sebagai perbedaannya.  

Topik pelayanan publik di Indonesia sudah diinvestigasi beberapa 

penelitian sebelumnya. Atmojo (2020), menemukan bahwa kebijakan Work From 

Home bagi aparatur sipil negara di masa pandemic COVID-19 masih minim 

kesiapan mengenai penerapan teknologi informasi dalam pelayanan publik ini 

seharusnya dijadikan sebagai pembelajaran begi pemerintah untuk menyiapkan 

transisi kerja konvensional ke digital di masa mendatang, jadi untuk mewujudkan 

ASN menuju digital government atau program pemerintah yang dikenal sebagai 

Smart ASN perlu banyak hal yang harus diperbaharui. Sedangkan Salam (2021) 
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menyimpulkan bahwa pada era new normal masyarakat dan pemerintah dihadapkan 

pada kebutuhan untuk meninggalkan praktik-praktik lama dan mengadopsi model 

baru dengan penekanan pada teknologi, terutama dalam hal informasi. Dalam 

konteks ini, pemerintah perlu mengubah pandangan pejabat dan masyarakat secara 

keseluruhan. Perubahan ini mencakup fokus pada penyediaan teknologi dan 

infrastruktur, implementasi kebijakan yang mendukung perkembangan inovasi, 

kesadaran akan krisis di institusi, birokrasi, dan di antara pejabat, serta menerapkan 

pendekatan kepemimpinan di sektor publik yang lebih responsif, berwawasan, 

terbuka, dan efisien. Berbeda dengan dua penelitian sebelumnya, Rifani (2021) 

mengatakan bahwa peningkatan standard pelayanan merupakan solusi dalam 

pemberian pelayanan di masa pandemi. Terdapat empat hal pokok yang dapat 

dilakukan oleh Lembaga pemberi jasa pelayanan publik menurut Rismayuni dari 

Ombudsman Republik Indonesia (kurdi,2020) yaitu menyediakan informasi secara 

jelas mengenai standard pelayanan, meningkatkan sistem penyelenggaraan 

pelayanan publik secara online, adaptasi sarana, prasarana, dan fasilitas pelayanan, 

dan meningkatkan kompetensi pelaksana pelayanan. Meski sudah banyak diteliti 

pada penelitian sebelumnya, tetapi belum ada yang memberi perhatian terhadap 

pelayanan publik seiring dengan meningkatnya kasus pandemi. Riset ini dirancang 

untuk memahami sistem pelayanan dari masa pandemi ke transisi sekarang pada 

Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dengan melihat perubahan dari 

COVID-19 ke transisi sekarang yang belum banyak diinvestigasi para peneliti. 

Harapannya, penelitian ini dapat dijadikan referensi pada penelitian selanjutnya dan 

pengembangan ilmu terutama pada ilmu administrasi publik. 
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Pada penelitian terdahulu yang telah dilakukan mengenai pelayanan publik, 

dapat dilihat bahwa masih minimnya kesiapan dalam peningkatan standar 

pelayanan di masa pandemi. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor 

pendukungnya seperti penerapan teknologi informasi, peningkatan sistem 

pelayanan, dan kompetensi dari pelaksana pelayanan, serta inovasi dalam 

pelaksanaan pelayanan. 

Dikarenakan proses pelaksanaan ini harus dilakukan dengan sebaik-

baiknya, agar menghasilkan pelayanan publik yang maksimal. Oleh karena itu 

fokus penelitian manajemen pelayanan dipilih karena hal ini merupakan hal yang 

penting bagi pelaksanaan pelayanan, terlebih lagi pada masa transisi pendemi. 

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan, penulis akan mengkaji dan meneliti hal 

tersebut dengan judul “Manajemen Pelayanan Umum di Bidang Umum dan 

Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada Masa 

Transisi COVID-19“ 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini adalah “BagaimanaِManajemen Pelayanan Umum di Bidang Umum dan 

Kepegawaian Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada Masa 

Transisi COVID-19?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis 

Manajemen Pelayanan umum di Bidang Umum dan Kepegawaian Dinas 

Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan pada Masa Transisi COVID-19. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Secara praktis, dapat memberikan masukan bagi para stakeholder, 

khususnya dalam hal pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, dari sudut 

pandang kajian manajemen pelayanan serta dapat memberikan feedback (umpan 

balik) bagi aktor yang memanajemen sistem pelayanan yang efektif  pada masa 

transisi COVID-19 terutama pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan. 
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